BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Bank JABAR

“Bank Jabar” demikian sebutan untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Pendiriannya dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang Peraturan Perusahaan di Indonesia milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yaitu N.V. Denis ( De Earste Nederlandshe indische) terkena ketentuan ini, dinasionalisasi dan diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawab Barat.

Sebagai tindak lanjut dari penyerahan tersebut, Pemerintah Daerah Jawa Barat mendirikan PT. Bank Karya Pembangunan dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13Mei 1961.Untuk pertama kali modal dasarnya sebesar Rp. 2.500.000, berasal dari Kas Pemerintah Daerah. PT. Bank Karya Pembangunan kemudian disingkat dengan BKP. Kemudian menjadi Perusahaan Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur nomor : 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961. Untuk selanjutnya dikuatkan dengan Peraturan Daerah nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 20 juli 1972. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, terhadap Peraturan Daerah yang merupakan landasan operasional dilakukan beberapa kali penyempurnaan. Sesuai Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1996, modal dasar Bank Jabar ditentukan sebesar Rp. 250 miliar.

Bank Jabar yang kantor pusatnya menempati gedung eks. N.V. Denis terletak di persimpangan jalan Braga dan jalan Naripan Bandung, satu-satunya Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yang peresmian pendiriannya dilakukan oleh oleh Pj. Presiden Republik Indonesia, Waktu itu Bapak Ir. H. Djuanda Kartawidjaja.

Aktivitas Bank Jabar sebagai Bank Umum, sejak tahun 1992 statusnya meningkat menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 28/84/KEP/DIR tanggal 22 November 1992. Disamping itu Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat mendapat sebutan / call name “Bank Jabar” dan logo baru berdasarkan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 1995. Dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan perekonomian dan perbankan, maka bentuk hokum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan akta pendirian nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan akta perbaikan nomor 8 tanggal 15 April 1999 yang telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 16 April 1999.

2.1.1 Pendirian dan Perkembangan

Pendirian Bank Jabar dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis ( De Eerste Nederlansche Indische Shareholding), selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Dengan penyerahan pengelolaan NV Dnis yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat maka dimulailah sejarah perkembangan PBank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

 Tahun 1961


Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat, dengan akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 mendirikan PT. Bank Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama kalinya berasal dari Kas Daerah sebesar 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ). Pendirian PT. Bank Karya Pembangunan kemudian dikukuhkan dengan surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat no. 7/GKDH/BPD/61/ tanggal 20 Mei 1961 dengan nama Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Diresmikan pendiriannya pada tanggal yang sama oleh Pejabat Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Djuanda Kartawidjaja.

Tahun 1972

Untuk menyempurnakan kedudukan hokum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat telah dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Jawa Barat sebagai Perusahaan Daerah yang berusaha dibidang Perbankan.

Tahun 1978 

Melalui peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD. Bank Karya Pembangunan Jawa Barat diubah menjadi Bank dari Pembangunan Daerah JawaBarat serta meningkatkan modal dasar Bank Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratur ribu rupiah ) menjadi Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ).

Tahun 1981


Untuk mendukung perkembangan operasional Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dengan Peraturan Daerah No. 23/1981 tanggal 12 Desember 1981 modal dasar Bank kembali ditingkatkan dari Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ) menjadi Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh miliar rupiah ).

Tahun 1992


Dalam menunjang kegiatan operasional Bank Jabar yang semakin meningkat dan menangkap peluang kegiatan ekspor di Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 kegiatan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat di samping Bank Umum dalam rangka menigkatkan pelayanan kepada para nasabahnya mulai melayani sebagai Bank Umum Devisa.

Tahun 1995


Dalam rangka membangun brand image dan memudahkan pengenalan di masyarakat dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1995 tanggal 22 Juni 1995 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat memiliki sebutan ( call name ) “Bank Jabar” serta logo baru.

Tahun 1996


Melalui peraturan No. 9 tahun 1996 tanggal 22 juli 1996 Modal dasar Bank Jabar kembali ditingkatkan dari Rp 10.000.000.000,00 ( sepuluh miliar rupiah ) menjadi Rp 250.000.000.000,00 ( dua ratus miliar rupiah ).

Tahun 1998/1999


Dalam rangka megikuti gerak perekonomian dan perbankan secara global serta mengantisipasi peningkatan usaha Bank Jabar di masa yang akan datang maka berdasarkan Peraturan Daerah No.22 tahun 1998 tanggal 14 Desember 1998 dan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 4 tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Pendirian Perusahaan No. 8 tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah ( PD ) menjadi Perseroan Terbatas ( PT ).

Tahun 2000


Dalam upaya memenuhi permintaan masyarakat Jawa Barat yang agamis, yang juga aktivitas bisnisnya biasa menerapkan system bagi hasil/syariah maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No. 2/18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar adalah Bank Pembangunan Daerah Pertama di Indonesia yang menjalankan dual system operasional bank yaitu melayani masyarakat dengan sistem konvensional ( sistem bunga ) dan dengan sistem syariah ( bagi hasil ).

2.2 Struktur Organisasi Bank Jabar

Organisasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan struktur organisasi adalah susunan dari bentuk suatu organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang bertanggung jawab atas pekerjaan masing-masing sebagai usaha untuk mencapai tujuan bersama.

Oleh karena itu keberadaan struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat mutlak dibutuhkan untuk kelancaran organisasi dalam melaksanakan aktifitas agar tertib, lancer, terorganisir dan sesuai dengan job description masing-masing bagian.

Dengan adanya suatu struktur organisasi diharapkan dapat menciptakan suatu kegiatan yang efektif dan efisien, serta dapat terciptanya suatu pengendalian intern, yaitu dengan pemisahan fungsi tiap bagian dalam mencapai tujuan organisasi, seperti halnya pada struktur organisasi PT. Bank Jabar cabang Subang.

PT. Bank Jabar cabang Subang memiliki struktur organisasi yang menggunakan Struktur Organisasi garis, arti garis disini ialah segala perintah langsung dari pimpinan kepada bawahannya, begitu pula dengan perintah tidak langsung serta tanggung jawab antara atasan dengan bawahan.

2.3 Deskripsi Jabatan Bank Jabar

Berikut ini adalah uraian secara umum mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan pada PT. Bank Jabar cabang Subang antara lain :

1. Pemimpin Cabang
Dalam hal ini bertanggung jawab untuk :

a. Melaksanakan misi Kantor Cabang secara keseluruhan, yaitu membantu Direksi untuk memperoleh laba yang wajar melalui penyediaan produk dan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat di daerah kerja cabang, mendorong pemberdayaan ekonomi serta berfungsi sebagai pengelola uang daerah, dalam rangka mewujudkan Bank yang berkembang sacara Sehat, Dinamis, Mandiri, dan Terpercaya, dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan asli daerah,

b. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur,

c. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola bisnis di wilayah kerja cabang,

d. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola layanan unggul kepada nasabah.

e. Mengelola Uang Daerah ( Bagi Kantor Cabang yang tidak memiliki unit PKD )

f. Memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap upaya pencapaian laba Bank secara keseluruhan,

g. Memberikan kontribusi yang nyata untuk mendorong pemberdayaan ekonomi,

h. Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku,

i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatannya.

2. Pemimpin Bag. Pelayanan & Operasional

 Memberikan dukungan kepada Pemimpin Cabang dalam merencanakan, mengembangkan serta mengelola Bidang Pelayanan & Operasional, yaitu :

a.   Melaksanakan seluruh pekerjaan pokok pada unit kerja yang berada dibawah penyeliaan Pemimpin bagian Pelayanan & Operasi secara efektif dan efisien sesuai dengan batasan dan wewenang yang ditetapkan oleh Direksi.

b.   Mengelola pelayanan unggul kepada nasabah,

c.   Mengelola pelayanan uang daerah,

d.   Mengelola pelayanan trnsaksi tunai dan pemindahbukuan,

e.   Mengelola pelayanan Kartu ATM, Kartu Debet dan Kartu Kredit,

f.   Mengelola Kas ATM.

g.   Mengelola pendayagunaan kas dan alat likuid secara optimal,

h.   Membina hubungan kerja yang baik dengan semua pihak baik intern maupun ekstern, yang dapat menunjang kelancaran tugas Bagian Pelayanan & Operasi.

i.   Membantu Pemimpin Cabang dalam menyusun / membuat rencana kerja dan anggaran Cabang serta tujuan yang akan dicapai.

j.   Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

k.   Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatannya.

3.   Pemimpin Seksi Pelayanan

Memberikan dukungan kepada Pemimpin Bagian Pelayanan & Opersional dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan :

a.   Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur di bidang pelayanan nasabah & operasional bank.

b.   Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, mengelola pelayanan produk dan jasa Bank.

c.   Menyediakan informasi produk dan jasa Bank,

d.   Mengelola pelayanan Kartu ATM, Kartu Debet dan Kartu Kredit,

e.   Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur bidang pelayanan,

f.   Mengelola pelayanan transaksi kas, pemindahbukuan dan kliring,

g.   Mengelola Kas ATM,

h.   Mengelola pendayagunaan kas dan alat likuid secara optimal.

i.   Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

j.   Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatannya.

4.   Pemimpin Seksi Administrasi & Umum

Memberikan dukungan kepada Pemimpin Bagian Pelayanan & Operasional, serta berpartisipasi aktif dalam :

      a.   Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur bidang pelayanan & operasi,

b.   Mengelola administrasi kredit serta laporan perkreditan,

c.   Mengelola administrasi transaksi jasa bank dan transaksi kliring.

d.   Mengelola entry data/voucher transaksi kliring dan pemindahbukuan kedalam sistem.

e.   Memeriksa kebenaran/akurasi transaksi keuangan.

f.   Memantau dan mengendalikan transaksi pembukuan.

g.   Mengelola analisis keuangan.

h.   Mengelola laporan keuangan cabang.

i.   Mengelola Teknologi dan Informasi,

j.   Mengelola Sumber Daya Manusia,

k.  Mengelola logistic, kerumahtanggaan, kearsipa dan administrasi umum lainnya,

l.   Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundand-undangan lainnya yang berlaku,

m. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatannya.

5.   Pemp. Seksi Pemasaran Kredit & Dana Jasa

Memberikan dukungan kepada Pemimpin Cabang dalam merencanakan, mengembangan serta mengelola Pemasaran Kredit dan Dana Jasa yaitu :

a.   Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur bidang pemasaran, perkreditan dan jasa bank,

b.   Mengelola pemasaran produk dan jasa,

c.   Melakuka penelitian potensi pemasaran produk dan jasa di daerah kerja cabang.

d.   Memasarkan kredit kepada nasabah/bukan nasabah.

e.   Memproses permohonan dan mengelola kredit (berikut kredit standar), Garansi Bank, dan Dukungan Bank.

f.    Melakukan penjualan silang (cross selling) produk dan jasa Bank.

g.   Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada debitur Lancar dan DPK.

i.    Melakukan pembinaan kepada nasabah prima.

j.    Mengelola produk dan jasa,

k.   Memproses serta mengelola transaksi L/C Ekspor & Impor,

l.    Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

m.  Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatannya.

6.   Pemimpin Seksi Supervisi Kredit

Memberikan dukungan kepada Pemimpin Cabang dalam merencanakan, mengembangkan serta mengelola Seksi Supervisi Kredit yaitu :

a.   Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur Bidang Supervisi Kredit,

b.   Mengelola penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah (kolektibilitas Kurang Lancar s.d Macet) dan kredit hapusbuku,

c.   Mengelola pengendalian kredit,

d.   Mengelola kolektibilitas kredit,

e.   Melakukan pembinaan kepada debitur kredit bermasalah,

f.   Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peratuan Bank Ibndonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku,

g.   Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatannya.

7.   Pemimpin Kontrol Intern Cabang

Menyelia dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan :

a.   Melaksanaka seluruh tugas pokok pada unit kerja yang berada di bawah penyeliaan Pemimpin Kontrol Intern Cabang secara efektif dan efisien sesuai dengan batasan dan wewenang yang ditetapkan Direksi.

b.   Membina hubungan kerja yang baik dengan semua pihak baik intern maupun ekstern, yang dapat menunjang kelancaran tugas Bidang Kontrol Intern Cabang.

c.   Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur bidang Kontrol Intern Cabang,

d.   Membantu Pemimpin Cabang dalam merencanakan dan melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas proses kegiatan harian serta manajemen Cabang.

e.   Membantu Pemimpin Cabang dalam merencanakan dan melaksanakan serta monitoring Rencana Kerja dan Anggaran.

f.    Mengelola seluruh Buku Pedoman Perusahaan (sistem dan prosedur) dan bertindak sebagai sentral BPP.

g.   Membantu Pemimpin Cabang dalam mengendalikan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

h.   Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatannya.

2.4
Aspek Kegiatan Usaha Bank Jabar


Bank Jabar dalam kegiatan usahanya memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat luas berupa :


1.  Penghimpunan Dana

POLA KONVESIONAL, dilakukan melalui produk – produk sebagai berikut :

a.  Giro

· Giro Umum dengan Rate 4%

· Giro Kasda dengan Rate 5%

b.  Deposito

· 1, 3, dan 6 Bulan dengan rate 15%

· 12 bulan dan 24 bulan dengan rate 15,5%

c.  Tabungan

· Tandamata (Tabungan Anda Masa Datang)

Dengan tingkat suku bunga 8% per tahun, berhadiah total Rp. 250 juta dan hanya diselenggarakan oleh Bank Jabar.

· Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah)

Dengan tingkat suku bunga 8% per tahun, Tabungan yang deselenggarakan oleh BPD seluruh Indonesia dengan total hadiah Rp. 1 Milyar

· Jabar Okey

Dengan tingkat suku bunga 11% per tahun Produk tabungan baru dari Bank Jabar dengan hadiah utama 1 (satu) buah Nissan Terano

5 (lima) hadiah kedua mobil Suzuki Karimun

10 (sepuluh) hadiah ketiga motor Honda Astrea Impressa

50 (lima puluh) hadiah keempat @ Rp. 5 juta

150 (seratus lima puluh) hadiah kelima @ Rp. 1 juta

· Tabah (Tabungan Amal Ibadah)

Merupakan tabungan haji yang diselenggarakan oleh Bank Jabar, dan pada saat ini Bank Jabar ditunjuk sebagai salah satu Bank Penerima Setoran BPIH.

d.  Surat Berharga yang diterbitkan :

· Obligasi

POLA SYARIAH, meliputi :

a.  Giro Wadiah

b.  Tabungan :

· Wadiah

· Mudharabah

c.  Deposito Mudharabah

2.   Penggunaan Dana

POLA KONVENSIONAL, terutama dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat untuk berbagai jenis dan dana sector usaha, terdiri dari :

1.  Dengan tingkat suku bunga kredit sebesar 15%

2.  Kredit Umun :

Dengan tingkat suku bunga kredit sebesar 19,5% terdiri dari :

· Kredit Modal Kerja

· Kredit Investasi

· Kredit lainnya

3.  Kredit Program :

· KUT (Kredit Usaha Tani) dengan tingkat suku bunga kredit sebesar 2,5%

· KKPA-Umum (Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota-Umum) dengan tingkat suku bunga kredit sebesar 16%

· KFW (Kreditanstalt Fur Wiederaufbau) dengan tingkat suku bunga kredit sebesar 15%

· Kredit Hutan Rakyat dengan tingkat suku bunga kredit sebesar 6%

· Kredit Sutra Alam dengan tingkat suku bunga kredit sebesar 6%

· KKP (Kredit Ketahanan Pangan) dengan tingkat suku bunga kredit sebesar 16%

· Taskin dengan tingkat suku bunga kredit sebesar 15%

· PKM (Proyek Kredit Mikro) dengan tingkat suku bunga kredit sebesar 18%

· KPKM (Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Menengah) dengan tingkat suku bunga kredit sebesar 16%

POLA SYARIAH, dalam bentuk pembiayaan menggunakan prinsip :

· Murabahah

· Istihna (jual-beli)

· Musyarakah (bagi hasil)

· Mudharabah (bagi hasil)

Jenis Program pembiayaan yang disalurkan untuk masyarakat berbentuk Modal Kerja maupun Investasi, yang berupa :

1.  Program pembiayaan Dakabalarea (Program Pembiayaan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat), yang terdiri dari :

· Dakabalarea Dana Sendiri

· Dakabalarea Sarana (Santri Raksa Desa)

· Dakabalarea PKK

· Dakabalarea Ormas Islam

· Dakabalarea Pasundan Istri

2.  Program Pembiayaan Cimapatuh

3.   Jasa-jasa Bank

Untuk memberikan layanan optimal kepada msayarakat, Bank Jabar memberikan jasa-jasa sebagai berikut :

· Kiriman uang

· Inkaso

· Jaminan Bank (Garansi Bank)

· Penerimaan Pembayaran uang kuliah

· Pembayaran gaji/ pensiunan


Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan tata tertib administrasi dalam pelaksanaan Kredit Guna Bhakti serta sebagai upaya memelihara serta mengembangkan pangsa pasar yang ada, dipandang perlu penyempurnaan ketentuan dan produk KGB, sebagai berikut :

I.   PENGERTIAN

      A.  Golongan Debitur KGB

           Golongan fasilitas KGB dikelompokan menjadi 6 (enam) kelompok yaitu :


a.  Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda


Pegawai Pemda Propinsi, Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah kerja kantor cabang Bank Jabar.


b.  Pegawai Non Pemda

Pegawai BUMD, BUMN, Departemen / Non Departemen, TNI dan Polri yang bertugas di wilayah kerja kantor cabang Bank Jabar atau telah melakukan kerjasama (MoU) dengan Bank Jabar. 


c.  Pensiunan 

Pensiunan yang gajinya telah disalurkan melalui Bank Jabar.


d.  Pegawai Swasta

Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap pada perusahaan swasta yang telah memiliki kerjasama dengan Bank Jabar. 


e.  Profesional atau Wiraswasta 

Seseorang yang ahli dalam profesi tertentu dan membuka usaha sendiri atau mempunyai Badan Usaha sendiri serta memiliki penghasilan yang dapat diversifikasi.


f.  Anggota DPRD 

Anggota yang masih aktif pada DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah kerja kantor cabang Bank Jabar.

      B.  Jenis Kredit 

              Fasilitas Kredit Guna Bhakti adalah fasilitas kredit untuk :

a.   Pegawai berpenghasilan tetap yang gajinya telah disalurkan melalui Bank Jabar dengan suatu Perjanjian Khusus (MoU) antara Pejabat yang berwenang mewakili Instansi Pemerintah/perusahaan swasta tersebut untuk menandatangani Perjanjian tempat calon debitur bekerja dengan Bank Jabar;

b.  Profesional dan Wiraswasta yang memiliki penghasilan yang dapat diversifikasi. Yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dengan sumber pembayaran utama berasal dari penghasilan yang bersangkutan.

       C.  Gaji Bersih

              Pendapatan bersih yang diperoleh para pegawai/pensiunan (take home pay).

       D.  Penghasilan Bersih

              Bagi pegawai tetap/pensiunan adalah pendapatan bersih yang diperoleh pegawai/pensiunan. Meliputi gaji bersih yang diterima (take home pay) ditambah pendapatan lain bila ada, baik dari usaha sampingan maupun lainnya, yang dapat dibuktikan keabsahannya.

      E.  Penghasilan Bersih

            Bagi Profesional dan Wiraswasta adalah penghasilan bersih hasil usaha setelah pajak yang dapat diversifikasi.

II.  KETENTUAN UMUM
       A. Plafond Kredit

-  PNS, Pemda, Non Pemda, Pensiunan, professional atau perseorangan dan              Pegawai Swasta :

Plafond Kredit dibatasi dengan kemampuan membayar Angsuran berdasarkan prosentase gaji dan jangka waktu

-  Anggota DPRD

   Plafond Kredit dibatasi dengan jumlah maksimal Rp. 200 juta

B.  Agunan

      -  PNS Pemda :

 Fasilitas kredit dengan plafond diatas Rp. 75 juta menggunakan tambahan  agunan fisik yang bankable dan marketable atau cash collateral dan disarankan milik sendiri, minimal sebesar 100% dari tambahan plafond kredit yang tidak menggunakan agunan.

-  Non Pemda :

Fasilitas kredit dengan plafond diatas Rp. 50 juta menggunakan tambahan agunan fisik yang bankable dan marketable atau cash collateral dan disarankan milik sendiri, minimal sebesar 100% dari tambahan plafond kredit yang tidak menggunakan agunan.

-  Pensiunan :

Fasilitas kredit dengan plafond diatas Rp. 45 juta menggunakan tambahan agunan fisik yang bankable dan marketable atau cash collateral dan disarankan milik sendiri, minimal sebesar 100% dari tambahan plafond kredit yang tidak menggunakan agunan.

-  Swasta :

Fasilitas kredit dengan plafond diatas Rp. 30 juta menggunakan tambahan agunan fisik yang bankable dan marketable atau cash collateral dan disarankan milik sendiri, minimal sebesar 100% dari tambahan plafond kredit yang tidak menggunakan agunan.

-  Profesional atau Wiraswasta :

Fasilitas kredit menggunakan jaminan berupa agunan fisik yang bankable dan marketable atau cash collateral dan disarankan milk sendiri, minimal sebesar 100% dari tambahan plafond kredit yang diberikan.

-  DPRD :

Fasilitas kredit dengan plafond diatas Rp. 100 juta menggunakan tambahan agunan fisik yang bankable dan marketable atau cash collateral dan disarankan milik sendiri, minimal sebesar 100% dari tambahan plafond kredit yang tidak menggunakan agunan.

     C.  Angsuran

-  PNS Pemda

:  Maksimal sebesar 60 % dari gaji bersih

-  Non Pemda

:  Maksimal sebesar 50 % dari gaji bersih

-  Pensiunan

:  Maksimal sebesar 60 % dari gaji bersih

-  Swasta

:  Maksimal sebesar 40 % dari gaji bersih

-  Profesional atau Wiraswasta





:  Maksimal sebesar 40 % dari penghasilan bersih profesi 

-  DPRD

:  Maksimal sebesar 60 % dari gaji bersih

Dalam hal calon debitur memiliki pendapatan lain, baik dari hasil usaha sampingan maupun pendapatan lainnya, yang dapat dibuktikan keabsahannya maka maksimum besaran angsuran kredit yang dapat diperkenankan adalah sebagai berikut :

-  PNS Pemda

:  Maksimal sebesar 70 % dari gaji bersih

-  Non Pemda

:  Maksimal sebesar 60 % dari gaji bersih

-  Pensiunan

:  Maksimal sebesar 70 % dari gaji bersih

D.  Jangka Waktu

*  PNS Pemda


:  Maksimal 10 (sepuluh) tahun

*  PNS Non Pemda

:  Maksimal 7 (sepuluh) tahun

*  Pensiunan


:  Maksimal 5 (sepuluh) tahun

*  Swasta


:  Maksimal 3 (sepuluh) tahun

*  Profesional atau Wiraswasta






:  Maksimal 3 (sepuluh) tahun

*  DPRD


:  Sesuai masa jabatan

E.  Tingkat Bunga

Diatur dengan surat edaran tersendiri.

F.  Provisi
Provisi sebesar 0,2% p.a dengan maksimum sebesar 1,50%

G.  PERSYARATAN PENGAJUAN

a.  Pegawai Negeri Sipil (PNS) PEMDA

-  Asli Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai

-  Asli Surat Pengangkatan Pegawai

-  Asli Surat Keputusan kepegawaian terakhir

-  Asli Surat pernyataan yang diketahui bendaharawan gaji

*  Tidak mempunyai utang/kewajiban kepada bank atau pihak lain

*  Akan melunasi kredit sekaligus apabila berhenti bekerja oleh sebab apapun juga atau dipindahkan/ mutasi ke luar wilayahkerja bank pemberi kredit

-  Asli surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh atasan langsung dan atau bendaharawan gaji dimana pegawi bekerja

-  Asli Kartu TASPEN (Tabungan Asuransi Pensiun)

-  Asli Kartu Persetujuan suami/ isteri

-  Daftar gaji yang dibuat oleh bendaharawan gaji dan disetujui oleh atasan langsung

-  Untuk debitur yang pengajun plafond kreditnya sebesar Rp. 50 juta ke atas, agar dilengkapi dengan NPWP debitur tersebut

-  Copy Kartu Keluarga

-  Copy Kartu Pegawai (Karpeg)

-  Copy Kartu Tanda Pegawai pemohon beserta suami/isteri atau sejenisnya

-  Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku

-  Berita acara hasil on the spot yang menerangkan bahwa calon debitur adalah

pegawai tetap dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja.

b.  Pegawai Non Pemda

-  Asli Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai

-  Asli Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai

-  Asli Surat Keputusan kepegawaian terakhir

-  Asli Surat pernyataan yang diketahui bendaharawan gaji

· Tidak mempunyai utang/ ewajiban kepada bank atau pihak lain

· Akan melunasi kredit sekaligus apabila berhenti bekerja oleh sebaba apapun juga atau dipindahkan/ mutasi ke luar wilayah kerja bank pemberi kredit

-  Asli surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh atasan langsung dan atau bendaharawan gaji dimana pegawai bekerja

-  Asli Kartu TASPEN (Tabungan Asuransi Pensiun) atau tanda kebesertaan dari dana persiun

-  Asli Surat Persetujuan suami/istri

-  Daftar gaji yang dibuat oleh bendaharawan gaji dan disetujui oleh atasan langsung

-  Untuk debitur yang pengajuan plafond kreditnya sebesar Rp. 50 juta keatas agar dilengkapi dengan NPWP debitur tersebut

-  Copy Kartu Keluarga

-  Copy Kartu Pegawai (Karpeg)

-  Copy Kartu Tanda Pegawai pemohon beserta suami/isteri atau sejenisnya.

-  Copy Cartu tanda Penduduk yang masih berlaku

-  Berita Acara Hasil on the spot yang menerangkan bahwa calon debitur adalah pegawai tetap dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja.

c.  Pensiunan

-  Asli Surat Keputusan tentang Pensiun

-  Asli Surat Persetujuan suami/isteri

-  Untuk debitur yang pengajuan plfond kreditnya sebesar Rp. 50 juta keatas agar dilengkapi dengan NPWP debitur tersebut

-  Copy Kartu Keluarga

-  Copy Kartu tanda Penduduk pemohon beserta suami/isteri yang masih berlaku

-  Asli KARIP

-  Kuasa mendebet rekening untuk angsuran kredit
d.  Pegawai Swasta

-  Asli Surat Keputusan tentang penetapan Pegawai Tetap Perusahaan

-  Kartu Peserta Jamsostek

-  Asli Surat pernyataan yang diketahui bendaharawan gaji

· Tidak mempunyai utang/ ewajiban kepada bank atau pihak lain

· Akan melunasi kredit sekaligus apabila berhenti bekerja oleh sebaba apapun juga atau dipindahkan/ mutasi ke luar wilayah kerja bank pemberi kredit

-  Asli surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh atasan langsung dan atau bendaharawan gaji dimana pegawai bekerja

-  Asli Surat Persetujuan suami/isteri

-  Daftar gaji yang dibuat oleh bendaharawan gaji dan disetujui oleh atasan langsung

-  Untuk debitur yang pengajuan plafond kreditnya sebesar Rp. 50 juta keatas agar dilengkapi dengan NPWP debitur tersebut

-  Copy Kartu Keluarga

-  Copy Kartu Tanda Pegawai pemohon beserta suami/isteri atau sejenisnya

-  Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku

-  Berita acara hasil on the spot yang menerangkan bahwa calon debitur adalah pegawai tetap dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja.
e.   professional atau Wiraswasta

-  Asli Surat Ijin Praktek Profesi (bagi Profesional)

-  Copy Akte Perusahaan, TDP, SITU, SIUP, dll (bagi wiraswasta)

-  Kepesertaan Jamsostek bagi karyawannya

-  Copy SPT Pajak 1 (satu) tahun terakhir

-  Neraca Laba/Rugi atau informasi keuangan terkhir

-  Rekening Koran/tabungan 3 (tiga) bulan terakhir

-  Asli dokumen kepemilikan agunan atas nama pemohon (SHM/SHGB), IMB, dan PBB.

-  Asli Surat Persetujuan suami/isteri

-  Untuk debitur yang pengajuan plafond kreditnya sebesar Rp. 50 juta keatas agar dilengkapi dengan NPWP debitur tersebut

-  Copy Kartu Keluarga

-  Berita acara hasil on the spot yang menerangkan bahwa calon debitur memiliki praktek atau usaha tersebut.

f.   Anggota DPRD

-  Asli Surat Pengangkatan sebagai Anggota DPRD

-  Asli Surat pernyataan yang diketahui bendaharawan gaji

· Tidak mempunyai utang/ ewajiban kepada bank atau pihak lain

· Akan melunasi kredit sekaligus apabila berhenti bekerja oleh sebaba apapun juga atau dipindahkan/ mutasi ke luar wilayah kerja bank pemberi kredit

-  Asli surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh atasan langsung dan atau bendaharawan gaji dimana pegawai bekerja

-  Asli Surat Persetujuan suami/isteri

-  Daftar gaji yang dibuat oleh bendaharawan gaji dan disetujui oleh atasan langsung

-  Untuk debitur yang pengajuan plafond kreditnya sebesar Rp. 50 juta keatas agar dilengkapi dengan NPWP debitur tersebut

-  Copy Kartu Keluarga

-  Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon beserta suami/isteri yang masih berlaku

-  Berita acara hasil on the spot yang menerangkan bahwa calon debitur adalah pegawai tetap dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja.

